ABSTRACT

State Property is all goods purchased or obtained at the expense of the State Budget or
derived from other legitimate acquisitions, while the abolition of state property is the act
of removing state property from a list of goods. In carrying out its role, the right policy is
needed in the elimination of state property, the acquisition of budget for state property
comes from the state budget, so that management must be managed properly and hence
management and accountability for state property is an inseparable part of management
and state financial accountability. This study aims to find out and analyze the accounting
treatment of state property applied to the Ministry of Agrarian and Spatial Planning /
National Land Agency based on the Government of the Republic of Indonesia Minister of
Finance No. 83 / PMK.06 / 2016, using quantitative and qualitative descriptive methods.
The approach in this study is a case study in the Ministry of Agrarian and Spatial
Planning / National Land Agency, which is engaged in the Government. The results of the
study show that the elimination of State Property is in accordance with applicable
regulations, but there are still many obstacles that occur such as the origin of state
property that is not clear.
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ABSTRAK

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, sedangkan penghapusan barang milik
negara adalah tindakan menghapus barang milik negara dari daftar barang. Dalam
menjalankan perannya dibutuhkan kebijakan yang tepat dalam penghapusan barang
milik negara, perolehan anggaran barang milik negara berasal dari APBN, sehingga
pengelolaannya harus dikelola dengan baik dan benar maka dari itu pengelolaan dan
pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan suatu bagian yang tidak
dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan akuntansi barang
milik negara yang diterapkan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional berdasarkan Pemerintan Menteri Keuangan RI No.
83/PMK.06./2016, dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif.
Pendekatan dalam penelitian ini adalah studi kasus pada Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang bergerak dalam bidang Pemerintahan. Hasil
penelitian menunjukkan penghapusan Barang Milik Negara sudah sesuai dengan
peraturan yang berlaku, namun masih banyak adanya hambatan yang terjadi seperti asal
usul barang milik negara yang tidak jelas.
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